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PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO.16 TAHUN 2012
2012
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dalam rangka Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu & Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun  telah dialokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dalam APBD TA 2012.



-
Dasar Hukum : UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Perpres No. 48 Tahun 2008 tentang Penandaan Pendidikan; Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan perpres No. 35 Tahun 2011; Permendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) & Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah TA 2012; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah TA 2012; Kepgub Provinsi DKI Jakarta No. 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komite Sekolah Pada Sekolah di Provinsi DKI Jakarta; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 124 Tahun 2008  tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa & Pendidikan Khusus; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Pendidikan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 187 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 188 Tahun 2009 tentang Penetapan sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 192 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Luar Biasa Negeri Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah.   



- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum; 

2. Tujuan dan Sasaran;
3. Besaran & Alokasi Dana BOP;
4. Penggunaan Dana BOP; 

5. Penyaluran & Penaikan Dana BOP;
6. Kewajiban & Larangan; 

7. Kewenangan & Tanggung Jawab Pelaksanaan; 

8. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012;
· Ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2012.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO.17 TAHUN 2012

2012
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH 
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan & pengelolaan pendidikan yang demokratis dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan sekolah yang dilaksanakan secara, efektif, efesien, demoktratis, transparan dan akuntabel, dipandang perlu menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dengan Peraturan Gubernur.



-
Dasar Hukum : UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No. 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pergadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2011; Kepmendiknas No.044 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku; Permendiknas No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Sekolah; Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional; Permendiknas No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS); Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan.


- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum; 

2. Maksud, Tujuan & Sasaran;
3. Prinsip;
4. Program Kegiatan yang diharus dibiayai;
5. Peryusunan, Penetapan dan Penetapan RKAS;
6. Kewajiban Sekolah;
7. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan & Pelaporan;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Ditetapkan pada tgl 20 Februari 2012.
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN – PEMBAYARAN BIAYA
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO.19 TAHUN 2012

2012

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dengan telah ditetapkannya Jaminan Kesehatan PNS Daerah berdasarkan Pergub No. 35 Tahun 2011 serta dalam rangka tertib administrasi pembayaran tagihan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.



-
Dasar Hukum :UU No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keu Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa hari diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota Negara kesatuan RI;  UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan; UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun  2011; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 55 Tahun 2007 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, kurang mampu dan bencanadi Prov. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas kesehatan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 2011 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum; 

2. Maksud & Tujuan;
3. Pembayaran;
4. Pembiayaan;
5. Pengawasan, Monitoring & Evaluasi;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Nomor 317 Tahun 2011 dan Keputusan Gubernur No. 1450 Tahun 2011;
· Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2012.
POLA KERJA SAMA DAERAH

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 22 TAHUN 2012

2012
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG POLA KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2002 dengan suatu Keputusan Gubernur.


-
Dasar Hukum : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Prov Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahaan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  PP No. 58 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; PP No. 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi; PP No. 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.


- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum; 

2. Prinsip & Tujuan Kerja Sama;
3. Objek Kerja Sama; 

4. Subjek Kerja Sama; 

5. Ruang Lingkup & Pola Kerja Sama.
CATATAN
:  
-
Menyatakan tidak berlakunya Keputusan Gubemur Nomor 127 Tahun 2002;

· Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

· Ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2012.
TUGAS BELAJAR PNS

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 23 TAHUN 2012

2012

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa ketentuan mengenai pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dengan Pergub No 106 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini maka perlu menetapkan Pergub tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


-
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuahn Republik Indonesia; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; PP No. 13 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah; PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Perpres No. 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Kepmenkes No. KP.01.02.4.2.991 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 151 Tahun 2010 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Tujuan dan Sasaran;

3. Program dan Jangka Waktu Pendidikan;

4. Persyaratan Calon Pegawai Tugas Belajar;

5. Rekrutmen dan Seleksi;

6. Penetapan;

7. Pembekalan;

8. Perguruan Tinggi dan Disiplin Ilmu;

9. Haki, Kewajiban dan Larangan;

10. Konseling;

11. Pendayagunaan;

12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

13. Pembiayaan;

14. Sanksi;

15. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2012.
BERAS RASKIN 2012 - JUKLAK
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 28 TAHUN 2012

2012
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2012
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa adanya surat Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial & Perumahan Rakyat No.b-28/KMK/DEP.11/1/2012 yang menentukan pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 agar mengacu pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2012, sehingga dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012.


-
Dasar Hukum : UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan; UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan PerUUan; UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012; PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keu Daerah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi & Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Perpres No. 29 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kabupaten; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 53 Tahun 2007 tentang Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 76 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Pergub No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pengelolaan Raskin;
3. Pengorganisasian; 

4. Mekanisme Pendistribusian Raskin;
5. Penanggung Jawb Pendistribusian Raskin;
6. Penerimaan dan Pembayaran;
7. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2012;
· Ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2012.
PRASARANA DAN SARANA SATUAN PENDIDIKAN

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 32 TAHUN 2012
2012

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG STANDAR MINIMAL PRASARANA DAN SARANA SATUAN PENDIDIKAN

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang sistem pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Minimal Prasarana dan Sarana Pendidikan.


-
Dasar Hukum : UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah; PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Permendiknas No. 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); Permendiknas No. 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerinah Daerah; PermenPU No. 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; Permendiknas No. 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menangah Atas Luar Biasa (SMALB); Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); Permendiknas No. 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI); Permendiknas No. 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Ibtidaiyah (SMP/MTS); Permendiknas No. 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); Permendiknas No. 52 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA); Permendiknas No. 54 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
Permendiknas No. 55 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); Permendiknas No. 56 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); Permendiknas No. 32 Tahun 2011 tentang Standar dan Spesifikasi Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak, Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya, dan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya untuk SD/SDLB; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030; KepGub Provinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 2003 tentang Akreditasi Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan PendidikanLuar Biasa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; KepGub Provinsi DKI Jakarta No. 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah Pada Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; PerGub Provinsi DKI Jakarta No. 136 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; PerGub Provinsi DKI Jakarta No. 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri; PerGub Provinsi DKI Jakarta No. 124 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; PerGub Provinsi DKI Jakarta No. 107 Tahun 2007 tentang Akreditasi Sekolah, Madrasah, dan Pendidikan Luar Biasa; PerGub Provinsi DKI Jakarta No. 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi; PerGub Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan; PerGub Provinsi DKI Jakarta No. 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah.



-
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum; 
2. Prasarana;
3. Sarana;
4. Pemeliharaan dan perawatan;
5. Pembinaan dan pengawasan;
6. Ketentuan lain-lain;
7. Ketentuan peralihan;
8. Ketentuan penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Ditetapkan pada tanggal 2 April 2012.
DANA BERGULIR MASYARAKAT KELURAHAN – JUKNIS

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 36 TAHUN 2012

2012

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dalam rangka menyelaraskan perkembangan usaha mikro dan usaha kecil, serta koperasi jasa keuangan dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Perberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan. 


-
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 58  Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan perdangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 63 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum; 

2. Pengelolaan Dana Bergulir;
3. Pendampingan;
4. Pertanggungjawaban KJK PEMK;
5. Pengawasan dan Pengendalian;
6. Sumber Dana Bergulir;
7. Pembinaan dan Evaluasi;
8. Pelaporan dan Pengawasan UPDB PEMK;
9. Sanksi;
10. Ketentuan lain-lain;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009;

· Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Ditetapkan pada tgl 9 April 2012.
BANGUNAN GEDUNG HIJAU

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO 38 TAHUN 2012
2012
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bangunan Hijau.


-
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Perda No. 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; Pergub No. 54 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Dalam Ruangan (KUDR); Pergub No. 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.


- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum; 
2. Persyaratan Teknis Pada Bangunan Gedung Baru;
3. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Eksisting;
4. Penilaian dan Pengawasan;
5. Pengawasan;
6. Pembinaan;
7. Sanksi;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Ditetapkan pada tgl 11 April 2012.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO 39 TAHUN 2012
2012

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 584 Tahun 1991 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan manajemen pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disempurnakan maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah.


-
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum; 
2. Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Manfaat;
3. Kedudukan dan Tugas SKPD/UKPD;
4. Data dan Informasi;
5. Pembinaan;
6. Monitoring dan Evaluasi;
7. Koordinasi;
8. Pelaporan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:
-
Menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Nomor 584 Tahun 1991;

· Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

· Ditetapkan pada tanggal 17 April 2012.

RKPD 2013

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO 54 TAHUN 2012
2012
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013

ABSTRAK 
:  
-
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf d UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 33 ayat (3) PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 129 ayat (1) Permendagri No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Pergub tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013. 


-
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencenaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012; Perda No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No 70 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Pergub No 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


     - 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Pendahuluan;

2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;

3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;

4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;

6. Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
· Ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2012.
BARANG MILIK DAERAH - PEMANFAATAN

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 55 TAHUN 2012
2012

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dengan berlakunya Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Kepgub No. 23 Tahun 2000 dan Pedoman Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang di tetapkan dengan KepGub No. 74 Tahun 2003 dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.


-
Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai atas Tanah; PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2011; Permendagri No. 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Saran dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; PerMenKeu No. 96/PMK.06 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Perda No. 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa secara Elektronik (e-Procurement); Pergub No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


- 
Pergub ini mengatur tentang:
16. Ketentuan Umum;
17. Tujuan dan Kriteria Pemanfaatan;
18. Wewenang dan Tanggung Jawab;
19. Bentuk, Persyaratan dan Prosedur Pemanfaatan;
20. Penilaian Pemanfaatan;
21. Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Daerah;
22. Pembiayaan;
23. Pengendalian dan Pemantauan;
24. Sanksi;
25. Ketentuan Peralihan;
26. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Keputusan Gubernur Nomor 23 Tahun 2000 dan Keputusan Gubemur Nomor 74 Tahun 2003;

· Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2012.
HIBAH DAN BANSOS - PERUBAHAN

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO 62 TAHUN 2012
2012

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 127 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak 
:  
-
Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur No 127 Tahun 2011 telah diatur tata cara pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam pemberlakuannya belum seluruhnya memenuhi seluruh aspek pelaksanaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur No 127 Tahun 2011.


-
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali  terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No .38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan  Kepada Partai Politik; PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan; Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 35 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah; Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Permenkeu No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah; Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 127 Tahun 2011 tentang  Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


- 
Pergub ini mengatur tentang:




Perubahan Peraturan Gubernur No 127 Tahun 2011 tentang  Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan oleh penerima dalam bentuk uang dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.

CATATAN
:  
-
Pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2011 masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan;

· Khusus untuk proses pemberian rekomendasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2012 dilakukan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan sebelum proses pencairan;

· Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2012.
UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

